BAB IlI

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR:
10/Pi1d.B/2013/PN.BWI TENTANG TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi

Nomor: 10/Pid.B/2013/PN.Bwi

Membaca putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Banyuwangi No.
10/Pid.B/2013/PN.Bwi, tanggal 15 April 2013, yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas,
selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang
dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan
atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah
didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu : melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal
11 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang yang muatan unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau

memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
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orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia ;

3. Sebagai orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat
untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang ;

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap” adalah
subjek hukum, baik orang maupun korporasi yang melakukan tindak pidana
perdagangan orang. Unsur ini dimaksudkan untuk menghindari error in
persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek
hukum yang diduga melakukan perbuatan melanggar dakwaan Pertama yang
diajukan ke persidangan dan dituntut pertanggungjawaban pidana atas
perbuatan yang dilakukannya adalah terdakwa ERNAWATI Als. BU SU Als.
ERNA Binti BADRI ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah menerangkan
identitas dirinya, yang ternyata sesuai dengan identitas yang diterangkan
dalam surat dakwaan, hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi.
Dengan demikian apabila ternyata akhirnya perbuatan dalam dakwaan
Pertama terbukti, maka terbukti pula unsur ini ;

Ad.2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
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bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang
memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang
tersebut di wilayah negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur kedua ini bersifat alternatif,
maka akan dibuktikan salah satu elemen saja yang apabila terbukti, maka
elemen yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan
telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah mengajak dan membawa
saksi NURUL NURHANIFAH (korban) yang katanya untuk bekerja sebagai
Baby Sitter (pengasuh bayi) di Jember dan atas permintaan terdakwa, saksi
NURUL NURHANIFAH juga mengajak temannya bernama SITI HOTIJAH
(korban).

Menimbang, bahwa dari para korban tersebut terdakwa memperoleh
imbalan jasa dari setiap laki-laki yang dilayani sedangkan Sutiah menerima
setoran sewa kamarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, elemen
perekrutan, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara
Republik Indonesia telah terbukti, dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi;
Ad. 3. Sebagai orang yang merencakan atau melakukan permufakatan jahat
untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan
telah ternyata bahwa terdakwa bersama-sama dengan Supardi dan Sutiah telah

merencanakan terhadap para saksi korban (NURUL NURHANIFAH dan SITI
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HOTIJAH) untuk diperkerjakan sebagai PSK di Lokalisasi LCM Ketapang
Kabupaten Banyuwangi dimana terdakwa dan Supardi serta Sutiah
memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti
memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam
dakwaan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat
dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dimana
antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya terdapat hubungan yang
saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis bahwa
benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa turut serta melakukan tindak
pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak
menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan
penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai
Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada
terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan
perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang
memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana
dimaksud oleh pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo pasal 28 ayat (2)

Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 sebagai berikut :
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Keadaan Yang Memberatkan :

- Sifat dari perbuatan tindak pidana itu sendiri, yang saat ini dipandang
sebagai perbuatan tercela dan meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan terdakwa menghancurkan masa depan para saksi korban ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menjalani penahanan, maka
dengan mempedomani ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP. masa penahanan
yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan
terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa
tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan
tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang mampu
untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat
(1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebani pula
untuk membayar biaya perkara, yang besarnya seperti termuat pada amar
putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan,
Majelis sependapat dengan permintaan Penuntut Umum dalam surat

tuntutannya.
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B. Dasar hukum putusan hakim atas pemberian hak restitusi bagi korban
tindak perdagangan orang dalam putusan No. 10/ Pid. B/ 2013/ PN. Bwi.
Pada putusan di atas, Majelis hakim memberikan hukuman terhadap
pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan menjatuhkan pidana kepada
terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan
denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan
menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
Dalam hukum pidana Indonesia, hukuman terdiri atas dua jenis, yaitu
hukuman pokok dan hukuman tambahan. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan
tentang jenis-jenis hukuman. Adapun jenis-jenis hukumannya adalah sebagai

berikut :

1. Pidana pokok
a. Pidana mati
Pelaksanaan hukuman mati dicantumkan dalam pasal 11 KUHP yang
menyatakan bahwa “pidana mati dijalankan oleh algojo atas
penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat

pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya”.

b. Pidana penjara
Penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para

terhukum dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan hakim.
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Terhukum selama menjalankan hukuman ada yang seumur hidup dan ada
yang terbatas (pasal 12 KUHP). Hukuman terbatas itu sekurang-kurangnya
satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun. Kalau ada hukuman yang
lebih dari lima belas tahun dan tidak kurang dari dua puluh tahun sebagai
akibat dari tindak pidana dilakukan diancam dengan hukuman mati,
seumur hidup atau ada hukuman plus karena rangkaian kejahatan yang

dilakukan (pasal 52 KUHP).

c. Pidana kurungan

Hukuman kurungan hampir sama dengan hukuman penjara, hanya
perbedaannya terletak pada sifat hukuman yang ringan dan ancaman
hukumannya pun ringan. Dalam pasal 18 KUHP dinyatakan bahwa
lamanya kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih dari satu

tahun empat bulan.

d. Denda
Ketentuan yang mengatur hukuman denda ini dicantumkan dalam pasal
30-33 KUHP. Pembayaran denda tidak ditentukan harus terpidana, maka

dapat dilakukan oleh setiap orang yang sanggup membayarnya.”

Pidana tambahan
a. Pencabutan hak-hak tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu

1 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003, him.

171-173
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c. Pengumuman putusan hakim?

Dari seluruh putusan yang dijatuhkan oleh hakim, menunjukkan bahwa
sikap hakim pemutus perkara kental atau dipengaruhi oleh alam fikiran
positivis atau legalistik, artinya suatu hukum baru dinyatakan sebagai hukum
apabila terumus dalam undang-undang atau dengan kata lain, apa yang
dinormakan dalam undang-undang itulah yang diterapkan, tidak terkecuali
bagi pelaku tindak pidana perdagangan oang. Putusan hakim yang
menjatuhkan hukuman dengan sanksi yang bersifat kumulatif (dengan
mengancamkan pidana penjara yang dikumulatifkan dengan pidana denda),
menunjukkan bahwa hakim memiliki rasa keadilan dan kepatutan.

Selain juga putusan pidana penjara yang dijatuhkan, menunjukkan
bahwa hakim tersebut mematuhi hukum positif yang berlaku di Indonesia
dengan menggunakan dasar hukum berupa Undang-undang Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selanjutnya implementasi undang-undang tentang HAM di tuangkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang kompensasi,
restitusi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Sebagaimana dimuat
dalam Pasal 1 butir 3 yang berbunyi sebagai berikut :

”Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami
penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau
mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya

sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban
adalah ahli Warisnya”3

2 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, him. 5-6

® Lihat penjelasan pasal 1 butir 3 PP No.3 tahun 2000 tentang Pemberian Kompensasi dan
Restitusi
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Untuk mengetahui dasar hukum putusan hakim tersebut, maka terlebih
dahulu delik-delik yang ada dalam tindak pidana. Bentuk-bentuk delik
menurut doktrin terbagi menjadi dua macam, yaitu:*

a. Doleus delicten atau disebut obzet yang berarti disengaja atau perbuatan
yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
Dalam delik ini terbagi kembali menjadi tiga macam yakni :

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk).

2) Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheid
bewustzijn).

3) Kesengajaan sesecara keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijk heids
bewustzijn).

b. Culpeus Delicten atau disebut tidak dengan sengaja/kealpaan atau
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan
dengan kealpaan.

Adapun di bawah ini beberapa pembagian delik dalam KUHP, antara
lain:

a. Doleus selicten dan Culpose delicten
Doleus selicten adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan Culpose delicten
adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang

dilakukan karena kealpaan.

* C.S.T. kansil dan Christin S.T. Kansil, latihan Ujian Hukum Pidana, (jakarta: sinar Grafika, 2007),
cet ke-3, hal.110

> Wirjono Propdjodikoro, Asas-asas hukum pidana di indonesia, (bandung: Eresco, 1986), cet ke-
4, hal. 58
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b. Formeele delicten dan Materiele delicten
Formeele delicten adalah rumusan undang-undang yang menitikberatkan
pada kelakuan seseorang yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.
Sedangkan Materiele delicten adalah rumusan undang-undang yang
menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana
oleh undang-undang.

c. Commissie delicten dan Ommissie delicten
Commissie delicten atau delicta commissionis_adalah suatu delik yang
terjadi karena perbuatan seseorang yang meliputi baik delik formal
maupun materil. Sedangkan Ommissie delicten atau delicta ommission
adalah suatu peristiwa yang terjadi karena seseorang tidak berbuat sesuatu
dan merupakan delik formal.

d. Zelfstandinge delicten dan Voorgezette delicten
Zelfstandinge delicten adalah delik yang berdiri sendiri yang terdiri atas
perbuatan tertentu. Sedangkan Voorgezette delicten adalah delik yang
terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut.

Dari beberapa uraian yang telah penulis uraikan di atas, maka di dalam
suatu delik atau tindak pidana terdapat pembagian antara delik yang dapat
dipidana dan yang tidak dapat dipidana.’ Delik yang dapat dipidana adalah
suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah

dinyatakan salah yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan

® Suharto R.M, Hukum pidana Materil (unsur-unsur obyektif sebagai dasar dakwaan),

(Jakarta:Sinar Grafika, 2002), cet ke-2, hal.5



48

perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang
disengaja atau alpa. Unsur-unsur kesalahan, antara lain :

a. Bahwa perbuatan disengaja/alpa;

b. Adanya kemampuanbertanggung jawab;

c. Pelaku insyaf atas perbuatannya melawan hukum;

d. Tidak adanya alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukan.

Kemudian mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan
orang yang diatur dalam UU No. 21 tahun 2007 dikenakan ancaman pidana
dengan menggunakan sistem kumulatif yaitu dipidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan denda paling sedikit Rp.
120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).” Dengan sistem kumulatif, hakim
diharuskan menjatuhkan kedua jenis pidana itu bersama-sama (pidana penjara
dan pidana denda).

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang dapat
merugikan baik secara ekonomi, fisik, mental maupun kerugian penderitaan
trauma yang disebabkan oleh tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan
mengenai restitusi tindak pidana perdagangan orang telah dirumuskan dalam
pasal 48 ayat 2 No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
Perdagangan Orang. Pengertian restitusi menurut Undang-Undang No.21

tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah

7 Lihat ketentuan pasal 7 (2) UU RI No. 21 tahun 2007 Tentang Tindak pidana Perdagangan Orang
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“Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil
dan/atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya”.8

Mengenai permasalahan ganti kerugian di negara kita memang sudah
diatur yakni pada Pasal 48 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 telah
mencantumkan perlindungan hukum terhadap korban. Sedangkan mengenai
tanggung jawab pelaku terhadap korban tindak pidana perdagangan orang
diatur dalam Pasal 48 ayat 2 UU tersebut.

Reparasi korban sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat 2 bagi para
pelaku kejahatan diwajibkan. Bentuk-bentuk reparasi yang diatur dalam pasal
tersebut adalah memberi kepada korban atas kesakitannya dan penderitaannya:
melakukan restitusi yaitu sebisa mungkin mengembalikan korban pada
kondisinya sebelum terjadi pelanggaran misalnya, mengembalikan hak korban
yang telah diambil atau dirusakkan, mengembalikan/ memulihkan hak-hak
korban sebagai akibat tindak pidana. Jika bagi pelaku tindak pidana
perdagangan orang tidak mampu membayar retitusi, maka pelaku dikenai
sanksi pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.’

Dilihat dari kepentingan korban dalam konsep ganti rugi terkandung
dua manfaat yaitu untuk memenuhi kerugian materil dan segala biaya yang

telah dikeluarkan dan merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan

dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang

& Ketentuan Umum UU No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang
? pasal 50 ayat 4 UU No. 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang



50

sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang
konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian
yaitu:

1. Meringankan penderitaan korban;

2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;

3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana;

4. Mempermudah proses peradilan;

5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan
balas dendam.

Sesuai dengan ketentuan Pasal dari bunyi pasal 48 ayat 2 No. 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang terdapat
beberapa unsur restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang Vyaitu
mengenai tanggung jawab pelaku terhadap korban tindak pidana perdagangan
orang. Pelaku harus membayar akibat perbuatan yang dilakukan.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau
keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta
milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau
penggantian biaya untuk tindakan tertentu.’® Sedangkan menurut Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang Restitusi adalah pembayaran ganti

kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan

Ypasal 1 ayat 5, Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan
rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia.
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yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau mimmateriil
yang diderita korban atau ahli warisnya.**
Ketentuan substantial yang berhubungan dengan masalah restitusi,
kompensasi dan bantuan bagi para korban kejahatan terkandung dalam
Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan dan
Penyalah-gunaan Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa No. 40/34 tertanggal 29 November 1985). Deklarasi tersebut
mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut:*2
1. Para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segera atas kerugian
yang mereka derita

2. Mereka harus diberitahu tentang hak mereka untuk mendapat penggantian.

3. Para pelaku atau pihak ketiga harus memberi restitusi yang adil bagi para
korban, keluarga, dan tanggungan mereka. Penggantian demikian harus
mencakup pengembalian hak milik atau pembayaran atas derita atau
kerugian yang dialami, penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan
sebagai akibat viktimisasi tersebut, dan penyediaan pelayanan serta
pemulihan hak-hak.

4. Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapat dari pelaku atau sumber-
sumber lainnya, negara harus berusaha menyediakan kompensasi

keuangan.

" pasal 1 ayat 13, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2 Mr. Theo van Boven, Tentang Mereka yang Menjadi Korban: Kajian Terhadap Hak Korban Atas
Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi, (Rapporteur; Commission on Human Rights, Economic
and Social Council, United Nations, 2 Juli 1993)
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5. Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan,
psikologis dan sosial yang diperlukan.

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya
berhak memperoleh restitusi."® Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa ganti kerugian atas:**

1. kehilangan kekayaan atau penghasilan;

2. penderitaan;

3. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
4. Kkerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar
putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.'
Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak
dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.'® Restitusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat
perkara diputus.’” Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari
terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap.® Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat

B Ppasal 48 ayat 1, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Y Ppasal 48 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
> pasal 48 ayat 3, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
® Ppasal 48 ayat 4, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
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Y Ppasal 48 ayat 5, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
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banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang
restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.*

Bertolak dari kasus di atas dapat dinyatakan, bahwa pada mulanya,
reaksi terhadap suatu pelanggaran yang menimbulkan Kkerugian dan
penderitaan pada pihak lain, sepenuhnya merupakan hak dari pihak yang
dirugikan (korban) untuk menuntut balasan dalam bentuk ganti rugi. Efek
samping dari tuntutan balasan ini, memang tidak setimpal apabila
dibandingkan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dalam
permasalahan ini, biasanya pihak korban menuntut ganti kerugian kepada
pelaku dalam bentuk harta.

Di samping tuntutan ganti rugi juga diperlukan suatu konsep untuk
membangun perlindungan terhadap korban yang komprehensif, maka perlu
adanya suatu perlindungan terhadap korban kejahatan, selain itu juga adanya
pemidanaan terhadap pelaku diharapkan agar pelaku kejahatan tidak
mengulangi kembali suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

Pemerintah bekerjasama dengan semua pihak : LSM lokal, nasional
dan internasional serta dengan badan-badan dunia mengupayakan program
pemberdayaan para mantan korban perdagangan orang pasca reintegrasi untuk
mencegah mereka terjebak kembali dalam perdagangan orang demikian pula
untuk kelompok masyarakat yang rentan. Program pemberdayaan ini

terintegrasi dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan

¥ pasal 48 ayat 7, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



54

pendidikan yang ditengarai merupakan akar masalah dari perdagangan orang.

Sebagai tertuang dalam No. 39/1999 tentang HAM: %
“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi,
menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam
undangundang ini, peraturan perundangan lain, dan hukum internasional
tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.
Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah tersebut meliputi langkah
implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”

Dengan demikian menurut restitusi kepada korban seharusnya menjadi
tanggung jawab pribadi pelaku, tanggung jawab itu pada dasarnya juga
merupakan bagian dari proses pemasyarakatan. Berdasarkan sudut pandang
ini, restitusi tidak semata ditujukan kepada orang yang telah dirugikan itu
(korban), akan tetapi pada saat yang sama juga membantu memasyarakatkan
kembali dan rehabilitasi si pelaku, dan itu bagian dari pemidanaan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa restitusi dalam pasal 48 ayat
2 UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang belum
sesuai dengan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
yang mana seharusnya menjadi acuan dasar. Sehingga ketika pelaku kejahatan
restitusi terhadap korban tidak bisa membayar maka pelaku hanya dikenakan
sanksi pidana pengganti, dalam hal ini pembayaran restitusi terhadap korban
ditanggung oleh negara akan tetapi dalam bentuk kompensasi.

Mengenai permasalahan ganti kerugian di negara kita memang sudah

diatur yakni pada Pasal 48 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 telah

mencantumkan perlindungan hukum terhadap korban. Sedangkan mengenai

2% pasal 71 dan 72, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM
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tanggung jawab pelaku terhadap korban tindak pidana perdagangan orang

diatur dalam Pasal 48 ayat 2 UU tersebut.
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